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L ahirnya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi permasalahan
bagi Pemerintah Propinsi DK Jakarta, karena bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab yang
memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK Jakarta, merupakan unit yang menjadi ujung tombak dalam
menghimpun Pendapatan Daerah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dengan intensifikasi
pemungutan pajak melalui pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah untuk
melakukan pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran ( PHR ), sejalan meningkatnya target tahun 2003 yang
ditetapkan sebesar 30% |ebih besar dari realisasi tahun 2002.

Pemeriksaan menurut peraturan perpajakan adalah suatu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpaj akan.

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemeriksaan dan masalahnya, make dilakukan penelitian data
wajib pgjak PHR pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara dengan metode deskriptif. Dari analisis
regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas pemeriksaan dan
penerimaan selama periode 1997 sampai 2002 dengan menggunakan program SPSS 10.0 For Windows,
untuk memperoleh koefisien regresi, korelasi, determinasi dari pengujian signifikas statistik.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui, bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada Suku Dinas Pendapatan
Daerah Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Jumlah petugas pemeriksa mempengaruhi kuantitas pemeriksaan dengan koefsiens korelasi ( R) 0,815.
Y ang berarti pengaruhnya kuat dan koefisien determinasi 66,5% merupakan faktor yang cukup dominan.
Demikian halnyaterhadap penerimaan, koefisien korelasinya sebesar 0,766 dan koefisien determinasinya
sebesar 0,586 atau 58,6%, |ebih kecil bila dibandingkan pengaruh petugas pemeriksa terhadap kuantitas
pemeriksaan.

2. Adawagjib pajak yang telah diperiksa beberapa kali masih ditemukan belum melaksanakan kewajiban
perpajakan secara benar, menandakan kepatuhannya masih rendah.

3. Petugas pemeriksa yang ada jumlahnyatidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak
terdaftar (1 : 60 ), serta belum didukung oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang ilmu Akuntansi dan
Komputer, mempengaruhi hasil pemeriksaan, seperti:

Ada sebagian pemeriksaan diselesaikan tidak tepat waktu.

- Jumlah wajib pajak yang telah diperiksa rata-rata 22,2% dari wajib pajak terdaftar setiap tahunnya.
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4. Redlisasi pemeriksaan yang masih rendah disebabkan pemeriksaan hanya difokuskan kepada wajib pajak
tertentu, sedangkan wajib pajak lainnya selama periode 2000-2002 belum pernah diperiksa.

5. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta
Utara belum optimal bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Lengkap dan Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi DK Jakarta.

Demikian hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Jakarta
Utara dalam upaya menggali sumber pendapatan daerah khususnya dari Pgjak Hotel dari Restoran.



